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dengan maksimal.
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CUTI TAHUNAN
 
CUTI BESAR
 
CUTI SAKIT
 
CUTI MELAHIRKAN
 
CUTI KARENA ALASAN
PENTING
 
CUTI BERSAMA
 
CUTI DILUAR TANGGUNGAN
NEGARA

PENGERTIAN
CUTI
Cuti adalah keadaan
tidak masuk kerja yang
diizinkan dalam jangka
waktu tertentu

JENIS-JENIS
CUTI

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016
Pergub Nomor 15 Tahun 2018
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C U T I
T A H U N A N

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

PNS dan Calon PNS yang telah bekerja

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara

terus menerus berhak atas cuti tahunan

 

Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua

belas) hari kerja

 

Permintaan cuti tahunan dapat diberikan

untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja

 

Pemberian cuti tahunan pada saat yang

bersamaan harus memperhatikan

kekuatan jumlah pegawai yang ditentukan

berdasarkan jumlah pegawai pada

Subbidang/Subbagian/Seksi/Unit

Lama  perjalanan yang harus

ditempuh lebih dari 18 (delapan

belas) jam ;

Alat trasportasi tidak tersedia setiap

hari : atau

Harus menggunakan alat transportasi

darat , laut , dan udara dalam satu

perjalanan untuk menuju tempat .

Jangka waktu cuti tahunan yang akan

digunakan di tempat yang sulit

perhubungannya dapat ditambah untuk

paling lama 12 (dua belas) hari kalender .

Kriteria sulit perhubungan adalah :

 

 

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016
Pergub Nomor 15 Tahun 2018
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Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan

dalam tahun yang bersangkutan, dapat

digunakan dalam tahun berikutnya untuk

paling lama 18 (delapan belas) hari kerja

termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan

 

Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak

digunakan dalam tahun bersangkutan dapat

digunakan pada tahun berikutnya paling

banyak 6 (enam) hari kerja

 

 

PNS dan CPNS yang tidak pernah

menggunakan cuti tahunan selama 2 (dua)

tahun atau lebih berturut-turut berhak

mendapat cuti tahunan paling lama 24

(dua puluh empat) hari

 

Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan

penggunaannya oleh Pybmc untuk paling

lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat

kepentingan dinas mendesak

Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan

hanya dapat digunakan untuk tahun

berikutnya

 

Sisa hak cuti tahunan yang ditangguhkan

dapat digunakan sesuai dengan jumlah hari

cuti yang ditangguhkan

 

PNS yang menduduki jabatan guru pada

sekolah yang mendapat liburan menurut

peraturan perundang-undangan,

disamakan dengan PNS yang telah

menggunakan hak cuti tahunan

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

*Pybmc:
Pejabat yang berwenang memberikan cuti

 
 

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018
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C U T I
B E S A R

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

PNS yang telah bekerja paling singkat 5

(lima) tahun secara terus menerus berhak

atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan

 

PNS yang menggunakan hak atas cuti

besar tidak berhak atas cuti tahunan

dalam tahun yang bersangkutan

 

Pelaksanaan cuti besar hanya dapat

digunakan untuk 1 (satu) kali penggunaan

dalam tahun berjalan

 

PNS yang telah  menggunakan cuti

tahunan pada tahun yang sama dengan

pengajuan cuti besar, jumlah hari cuti

tahunan yang telah digunakan

mengurangi jumlah hari cuti besar

 

Cuti besar dalam tahun yang berbeda,

menghapus hak cuti tahunan pada tahun

bulan pertama pelaksanaan cuti besar

PNS yang menggunakan hak atas cuti

besar dan masih mempunyai sisa hak

atas cuti tahunan tahun sebelumnya

maka dapat menggunakan sisa hak atas

cuti tahunan tersebut

 

Hak atas cuti besar dapat ditangguhkan

penggunaannya oleh Pybmc untuk

paling lama 1 (satu) tahun apabila

terdapat kepentingan dinas mendesak ,

kecuali untuk kepentingan agama .

 

PNS yang menggunakan cuti besar

kurang dari 3 (tiga) bulan , maka sisa cuti

besar yang menjadi haknya hapus

 

Selama menggunakan hak atas cuti

besar , PNS yang bersangkutan

menerima penghasilan PNS

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018
*Pybmc:
Pejabat yang berwenang memberikan cuti 5



C U T I
S A K I T

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

Setiap PNS yang menderita sakit berhak

atas cuti sakit

 

Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu

paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

ditambah untuk paling lama 6 (enam)

bulan apabila diperlukan

 

Pelaksanaan cuti sakit dapat digunakan

untuk beberapa kali penggunaan sesuai

kebutuhan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah

untuk paling lama 6 (enam) bulan yang

diperhitungkan secara akumulatif

PNS yang mengalami gugur kandungan

berhak atas cuti sakit untuk paling lama

1 1/2 (satu setengah) bulan

 

PNS yang mengalami kecelakaan dalam

dan oleh karena menjalankan tugas

kewajibannya sehingga yang

bersangkutan perlu mendapat

perawatan berhak atas cuti sakit sampai

yang bersangkutan sembuh dari

pernyakitnya

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018
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C U T I
M E L A H I R K A N

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

CPNS dan PNS berhak mendapatkan cuti

melahirkan untuk anak pertama sampai

dengan kelahiran anak ketiga

 

Persalinan anak pertama terhitung sejak

yang bersangkutan diangkat menjadi

CPNS

 

Untuk persalinan anak keempat dan

seterusnya, dapat diberikan cuti besar

Cuti besar untuk persalinan anak

keempat dan seterusnya

mengesampingkan persyaratan cuti

besar pada umumnya , dan untuk lama

cuti yang disamakan dengan lama cuti

melahirkan

 

PNS dapat mengajukan permintaan cuti

melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018
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C U T I
K A R E N A  A L A S A N

P E N T I N G

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018

ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras (dibuktikan dengan

surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan) atau meninggal dunia dan PNS

yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan harus mengurus hak-hak dari

anggota keluarganya yang meninggal dunia

melangsungkan perkawinan

istri melahirkan (dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan

Kesehatan)

mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam (dibuktikan dengan melampirkan

surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga)

terjadi peristiwa yang menyebabkan gangguan jiwa bagi PNS yang ditempatkan pada

perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya

PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila:

 

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang berwenang untuk paling

lama 1 (satu) bulan, dan hanya dapat digunakan dalam 1 (satu) kali penggunaan
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C U T I
B E R S A M A

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018

Presiden dapat menetapkan cuti bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

 

Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan

 

PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya

ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan yang hanya dapat digunakan

dalam tahun berjalan

 

Kepala SKPD mengatur pembagian kekuatan pegawai untuk menggunakan penambahan cuti

yang merupakan penambahan hak atas cuti tahunan
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ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018

C U T I
L U A R  T A N G G U N G A N

N E G A R A

mengikuti atau mendampingi suami/istri melaksanakan tugas negara/tugas belajar di

dalam/luar negeri yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat perintah tugas

negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang

mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri yang dibuktikan dengan surat keputusan

atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan

menjalani program untuk mendapatkan keturunan dibuktikan dengan surat keterangan

dokter spesialis

mendampingi anak yang berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan dokter

spesialis

mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus dibuktikan dengan surat

keterangan dokter spesialis; dan/atau

mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur dibuktikan dengan surat keterangan

dokter

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun terus menerus dapat diberikan cuti di luar

tanggungan negara apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:
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Cuti di luar tanggungan negara dapat

diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun

dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)

tahun apabila ada alasan-alasan yang penting

untuk memperpanjangnya

 

PNS dilarang meninggalkan tugas dan

kewajiban sebelum keputusan cuti di luar

tanggunan negara ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang

Cuti di luar tanggungan negara

mengakibatkan PNS yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannya

 

Jabatan yang menjadi lowong karena

pemberian cuti di luar tanggungan negara

harus diisi

tidak dapat disalurkan dalam jabatan paling lama 1 (satu) tahun sejak pengaktifannya setelah

menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak masa

cuti di luar tanggungan negaranya selesai

PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat apabila:

ADAPUN  KETENTUANNYA  SEBAGA I  BER IKUT :

Dasar Hukum:
Perka BKN Nomor 24 Tahun 2016

Pergub Nomor 15 Tahun 2018
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TATA CARA
PERMOHONAN DAN

PEMBERIAN/PENANGGUHAN 
 CUTI

PNS menyampaikan permohonan cuti kepada

Pejabat yang berwenang secara berjenjang

dan tertulis dalam batas waktu yang telah

ditentukan, dengan menggunakan format

formulir permohonan cuti (terlampir dalam

lampiran), dengan memperhatikan batas

waktu penyampaian permohonan cuti

(terlampir dalam lampiran).

 

Semua jenis cuti yang akan dijalankan di luar

negeri merupakan kewenangan Gubernur.

Dalam hal mendesak, dapat diberikan izin

sementara olej Kepala SKPD, untuk kemudian

segera diberitahukan kepada Gubernur

melalui BKD.

 

Permohonan cuti yang merupakan

kewenangan Gubernur atau Sekretaris Daerah

disampaikan melalui BKD paling lambat 20

(dua puluh) hari kerja, untuk kemudian BKD

sampaikan kepada Pejabat yang berwenang

dengan memberikan pertimbangan paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan

diterima.

 

Semua jenis cuti yang menjadi kewenangan

Gubernur dapat diberikan persetujuan secara

kolektif yang di proses oleh BKD.

PERMOHONAN  CUT I
PEMBER IAN /PENANGGUHAN

CUT I

persyaratan yang harus dipenuhi;

kesesuaian alasan dan jenis cuti; dan

jumlah hari yang menjadi hak

Pejabat yang berwenang melakukan

pemeriksaan atas permohonan cuti, yang

berkaitan dengan:

 

Pejabat yang berwenang menetapkan

pemberian atau penangguhan permohonan

paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan

diterima, kemudian disampaikan kepada PNS

yang bersangkutan dan Pejabat Pengelola

Kepegawaian.

 

*Jangka waktu pemberian atau penangguhan

permohonan cuti dikecualikan bagi Gubernur

dan Sekretaris Daerah.

Dasar Hukum:
Pergub Nomor 15 Tahun 2018

Pergub Nomor 116 Tahun 2019

12



HAL-HAL
KHUSUS

Sakit 1 (satu) hari

Menyampaikan surat keterangan sakit

kepada atasan langsung dengan

melampirkan surat keterangan dokter

(format surat keterangan terlampir)

Perpanjangan Cuti Sakit

Permohonan perpanjangan cuti sakit

lebih dari 1 (satu) tahun disamaikan

kepada BKD, untuk kemudian BKD

memproses pengantar pengujian

kesehatan kepada tim penguji

kesehatan yang ditetapkan Menteri

Kesehatan.

Hasil pengujian kesehatan disampaikan

kepada Pejabat yang berwenang untuk

penetapan pemberian cuti sakit atau

pemberhentian dengan hormat dari

jabatan karena sakit
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HAL-HAL
KHUSUS

Selesai Cuti Luar Tanggungan

Negara

PNS yang telah selesai menjalankan

cuti di luar tanggungan negara

melaporkan diri secara tertulis kepada

Gubernur melalui BKD, paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum berakhir.

 

PNS yang telah diaktifkan setelah

selesai menjalani cuti di luar

tanggungan negara, diusulkan oleh

SKPD dalam jabatan pelaksana

Perpanjangan Cuti Luar

Tanggungan Negara

Permohonan perpanjangan cuti uar

tanggungan negara disampaikan

kepada BKD paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhir, untuk

kemudian BKD menyampaikan

permohonan persetujuan

perpanjangan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara
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LAMPIRAN



LAMPIRAN I 
Pejabat yang Berwenang Memberikan/Menangguhkan Permohonan Cuti Pegawai Negeri Sipil 



 

hloloot Yaazlknrua_, 
.J•ul• Cutl 

""••hoa. a.tt C.ti A1•u.a C.ti Saldr 

'Tallluu.. ...... ., Cud .... , Cad M41abbb..a 
2 . 14 Bari .... n. dad 14 llarl 

8 
""'-'"' pad& lnap<l<lora1 P,mbontu Uupdctur 
Wilo oh . ......,. 

1 Kepola Dodan S ekr"ctaris Daen.b 

l Walul KcJ]d. Balian Krpala Badan 
Sekmari• Bwtan/Kepala 

3 UldiUIIIKepoJ• Ul'l'/K~pola Sulm Kepala Badan -4 Kepola Subbo&ion/ Subbidanc do Bada.n K~pala 8ndM 

s Kepola Subboaion/Subbidwac di Sul<u 
Bwl&n • . . Kepnlo. Bad an 

6 l"'lakloJlajPunplo.W cia Oodan St~l.t\nl On.dll\ J<.ep4lh• O.CI an 

7 
Pltlabano/ Fu.nplonal di Sulcu lllpala S11lcu I!Mon(VI'T Kcpal& Boclllll llod.utLUP'I' 

Dlau 

1 Kepoi&O...... S dcr'!ta.ris Olaerab 

2 Wak&J~ 0..... K ....... Du,.. 

J 
Sd=tano/ Kepola Bii!Aqjl(epala Kepala Dinaa 
Ul'rl K•-Sulcu Dinu 

~ 
Kepola Subbol)anJI«pala Sdcsa pada Kepala Din .. o .... 

s Kepola Subbo&tan/ Kepala Sdcsi pada Kep<>la DinaJ 
Suku Oiru~a/Kepalo Sektor KflCamatQJ'I 

6 J"claban-.IF'utlptonal pada Dinas Sekretan• Oinu Ke~Ja Dinn• 

7 
Pela.ktnnaJ Pui\&1Kllta1 pM.a SUku Kepal&Suku OlnujUPT Kept.Ja Oimu 
Dinu/ Sdaor Kecamat:a.n/UPT 



 

P;rialtat Tan• •.rw~uu 
.r._ala Cu.t.l 

hao1loo. 
C.tl CudA.iN• D 

c.t; Saki< 

Tab waa• ........ Cud. .... ,. O.tl lh1allllkao 
2 - 14 Rarl J..e bUL dart 14 Harl 

Dtou Peaaa.ai:D&.Il Mo4al daa. hlayaua "''orpt,d.u S.tu. Piuta 

I KepUt Dina• Sckretnris Doe:ra.h 

l 
Wak&J K.~-pd. Oinas/Sckn!ll,../ K~I.D Kep.U. Dirul& 
Bidon«/Ktpola Unit K"""/ Ka.b 

3 
Kepoa 9\1~/Kepola S.klll ~ KepelaO.... 
Dmu 

4 Ktpoa Subboi!)Bft pau Unn KtiAA/ICAb Ktpalt. Unit Ko<o/ ICAb KopalA. Dinu 

5 K~prtlt Unrt Kec:amatan ~•Dtn" • Kepllla Dma.w 

Kq>ala Subba.gJan pada U m t -
6 K~lan 

Kep1da tla'IU K<tla./ Ko\1 Kf:plll ll. Din.u 

7 Kepala_Unit Kelutahan X:e ala Unit Kt:CQtnftot.I!IO Kt:oala. Di.naa 

8 Pelaksanaf Pungt!ontd PQ(ID O\t1QI Sekrt:!ArU: Ulua.t1 x~pala Dinas 

9 
Po-.a_tPunponol pado Unlt Kepkla u,,lt Kot.;~b K epdla. Olrw..s 
IC<><o/ Kab 

10 
l'elakana/I'Unc»>nal .... Unot "-'pNa Unit Xcc"mato..n KepAla Du\as 
IC«aar.al&n/Kel11111hon 

U TUAJI P0U81 PAllO.."'O PllA.JA 

I Ktpoa Saopol pp Selaetana o.etah 

Wolnl Kepolo St.tpol 
2 PI'J9elaeuuu/Ktpala BjdansJKepalo - r<<po~a Satpol PP 

SAI,pol PP IC<>ta{Kab 

3 
KeJH>IA SubbaglanJKepo.la Set al Satpol Kepala Satpol PP 
pp 

• Ke))Ua SubbegaanjKepala StbJ Satpo1 Keprua 5aipol PP Kot>/ Kab Kepala Satpol PP 
PP cb Kola{Kab 



 

.. j&lo&t v ... --
Jecala:C.U 

PcmoJtoo O.tl SaJdt 
Cud CluUAluaa 

O..d Beau C.tl lllclahltkac 
Tab UDall ... u.., 

2 · 14Hari ~trill dad 14 H.arl 

Kepala Satpol PP Kecarnata.n Kepala Satpol P1' Ko.,./Kab Kepala Satpol PP 

5 
PellllcaanajF'ungaion.-.1 f"ada SltpQ1 PI' Scluowla X.p"la Satpol pp 
Provm.i -

G 
Ptla.laanajF'ungamal .-.cia S.tpol TIP KepQJa :>atpol PP Kora/Kab x..,., .. Satpol pp 
Kot!fKab 

7 
J'ft.ll\1rliul•/F'u".f')lional Pad¥ SiatpJI W 

Kepala S.\Jd Pf' IC.k.1M4llitU K>p.•b S..tpol w Kota/Kab 
Kccol!:3tan/ Kdurahan - te-a AAfimia:h:traai .... .... -I W-/!IUp;di -Sdaetano o.cr.h -- -W1r\41 wa,hkot.et/W.U.al 

2 Ruperi/~ris XotafXahupa\ftfl Wal~/lJloP'W 

Mma01.1U.. 
- - - -

3 
jAaflllttn Selc.r:m-ris JCota(JC:~~~bu~~'' Selu-etaris Xota./Kiibupatc:n MMini«tr-u:>i Walilmtil/Uupati 
AdlninPtnua. - -

4 
KeJWa Uugian pada Kota/K.nbuPitt:n SckN-.t.'ll'is Kot.l/ktd>upatcn Adminiatrasi WalilcotajBUp;lti 
Admlni"fr-.l!'i .• - ·-- . 

5 Kt:,...ta Subbagian pad:l Sek.n:twia XQta.fiCabi.IJ'IIttn MMhti~lfi Walikntll/Uu,pllti 
K.QtajKabupa~ Adzzwustralll 

6 ~blkMM/F'ung...,.._l P*i-' Sdana:ris Kota/'KabupAt.--n Mntindtr'UI v.•aJtkota/Uupan 
Kou./ Kabupa=-

7 Camat Walikoto/Bupoti 

WAlril OUna1jSekretaria 
8 Kccamatan/ Kcpala Sub~gjan/KeJ)A}a Cam•t Wal.l.kotaJBupeti 

Sck•a pru1a Kecamatan/Lura.h 

0 Pf.lakaarlfi/Punas.onal j)lld.l Kec-.nat&n C...ot 



 

PejUat Ya-a Buwea.aaa 
.~ ..... c-.u -- Cati C.tJ Ala•• Cad Saldt 

T'ah ..... ... u .. C.tl ..... o.-u Mdallhka_D 
. 2 · l4Bu:i LOU. clul 14 Hari 

10 Walal Lurah/Sdcrrtan a Lurah Camat 
Kt:lurtAhw:ajKepala Sekai Kclurahan 

I I Pfllaklafw/F'Un&siot\o.l f*l" Kclura.han Luroh Comat 

8&K.'RETAJUAT DPRD 

I Sekn:taris DPRD Se:lcno:tanS l)aer-.h 

2 Kcpolo- Seltretons DPRD 

3 SUbbagian Sdtrttaria DPRD . 

• l'<lalcAn.,tFu~l pod.• -...,,...,., ~ Bagaan Umu"' Sd<rctans.DPRD DPRD 
IIICOLAH 

I 
KopM'> SubOOgian TQU\ Vallho Kepe.fa Suku Dinaa ~ndidikan Wilayah 

JCcpala Oinas 
SMA/SMK 1/W.&ayaiiii / KAh 

2 P.,~Pim&uJaal !*Ia SMA/ SMIC 
Kcpola SuJtu Dmu ~ndldll<an W•loyah 

KtpabDi-
1/ Wilaywh U/ Kob 

~ 
Pelaksan.a{Fungsionnl prada Kepala Suku Olnu Pendldikan Wilayah Kepala Oin aa 
TK/SD/SWl/SMP 1/WIIO)'&h 11/ Kob 



 

Pqabat 'Yan.l£ BCI'WC1UIDI 

Jems Co.tl 

mob.o:r::L 
Cu.li C!u.ti~ 

CuH Sollit 

Tal!ilUI:aA p ,e.t;IQ.g: Lebiih dul 14 
OQtj IICA.Jr Cud 11-elahldu.a. 

2 - 14Hart 
HJu:i 

iiJiKBSMAS· 

I Krp I Pukl K« m- n r<c 1 Suku DkL :Sckrct Cdilll 

Krpaln SutJ n.n T rn U h~'). K.tLprtl · Puak ft1 11 K c: llltlitM s kril!um Din 
P\IBkesmaS; K.eaJimatan 

I 
Kt:pntn t u l:'ctnk n Puk m u 

kepn~ PuPJkcsn:t..'iS Kee rnfitQ.n S krdEJ.JU OUla.S 
Kecrunatan/ Keturahan 

I Fungaiannl Jllld cftm.&S 
. 

PclnJc: l u kepwa Putiket~:mtt' l{ee rootM S kretwis OUiUU Kecamato.n 

Pdak a I Ft.tngsional pad Pu C$11\rJiS; •e-prua Pus~m.as Kec.Miifit:tln 
. 

3 
Kdurahar.n 

St_kretans Dinas 

iR1lMAB SAKn" tJ'MUM DAB1tAB xmAS A dan B 

I DU!!kilulf 1Ke1ml !l IIDinllr.t · 
2 Wakil Di!J'ektur Kcpala O.in.as 

J Ke~:~ulu. B·ldanrr:J 13npjn_n Dirck ttn Kc.: ooJn Dh1n 11 

4 PeiakSW~~aJ' FU_ngsiona.l oh-eldu.-

Rtr.MAH SAKD tTMtfM DAERAB KEWS C ·du D 

1 Dir-ektur i!C.e~nl a f.HJ'I.u!ll 
2 ~~pala SuhL 'l~pala Sd mi Oirek rur Se~tEllis Dirms 
3 file E ulCt.IUW I F\l nJii,O i!) n.aJ Dlrekmur 



LAMPIRAN II 
FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIA~ CUT! 

I. DATA PEGAWAl 
Nama I NlP I 

. Jabatan I Masa Keria I 
Unit Keria 

!1. JENIS CUT! YANG DIA~lBIL" 

I. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 
3. Cuti Sakit 4 . Cuti Melahirkan 
5. Cuti Karena Alasan Pentin2 6. Cuti di Luar Tanggungan Ne.utra 

, III. A!.o\SAN CUT! 

IV. LAMANYA CUT! 
Selama hari bulan tahun ¥ mulai tan a! . s d 

V. CAT AT AN CUT!'" 
!. CUT! TAHUNAN 2 . CUT! BESAR 
Tahun Sisa Keterar.gan 3. CUT! SAKIT 

4. CUT! MELAHIRKAN 
S. CUT! KARENA ALASAN PENTING 
6 . CU'f.l Dl LUAR TANGGUl\GAN NEGARA 

VI. ALAMAT 'SELAMA MEIIJALANKANCUTI 
TELP I ---

Hormat saya. 

. {nama j elas) 
NIP .... .. ...... ...... .. ...... 

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSU'IiG'' 
DISETUJUI PERUBAHAN'"'' I DITANGGUHKAN~• TIDAK DISETUJUI'"' 

I I 
Ttd. yang disertai Nama dan 
NIP Pe;abat · 

Vlll. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUT!** 
DISETUJUI I PERUBAHAN'•'" I DITAN.QQ!:JHKAN"'*' TIDAK DISETUJUI'"' 

I I 
Ttd.- yang d isertai Nama da, 

NIP Peiabat 
Catalan: 

• .. ... 
N 
N-1 
N-2 

CoreL yang tidak perlu 
Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (·J) 
cliisi oleh pejabat ya ng menangani bidang kepcgawalan sebelum PNS men&l\iukan cuti 
cliberi tanda centang dan alasa=>nya 

• Cuti tahun berjalan 
= Sisa cuti 1 tah un sebelumnya 
= Sisa cuti 2 tahun sebelumnya 



LAMPIRAN III 
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERMOHONAN CUTI 

 
 

Jenis Cuti 
Pejabat Yang Berwenang 

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuti Tahunan 10 Hari 10 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 3 Hari 

Cuti Karena Alasan Penting* 10 Hari 10 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 

Cuti Besar 20 Hari 20 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 

Cuti Melahirkan 10 Hari 10 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 

Cuti Sakit Lebih dari 14 Hari 2 Hari 2 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 

Cuti diluar Tanggungan Negara 3 Bulan - - - - - 

 

Keterangan: 

1. Hari adalah hari kerja, kecuali Cuti diluar Tanggungan Negara. 

2. Batas waktu penyampaian adalah batas waktu penyampaian sebelum tanggal pelaksanaan cuti. 

3. Cuti Karena Alasan Penting*: Khusus untuk CAP karena melangsungkan Perkawinan dan mengurus hak anggota keluarga 

yang meninggal dunia 

4. Pejabat Yang Berwenang: 

A : Gubernur 

B :  Sekretaris Daerah 

C : Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP, Walikota, Bupati, Sekretaris DPRD dan Kepala Biro, 

Direktur RSUD Kelas A dan B, Sekretaris Kota/Kabupaten 

D : Inspektur Pembantu Wilayah, Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Suku Badan/Suku Dinas, Kepala UPT, Kepala Unit 

Kota/Kabupaten, Kasatpol PP Kota/Kabupaten, Kepala Unit Kecamatan, Kepala Satpol PP Kecamatan, Kepaa Bagian 

Umum, Kepala Puskesmas Kecamatan, Direktur RSUD Kelas C dan D 

E : Camat 

F : Lurah 



LAMPIRAN IV 
SURAT KETERANGAN SAKIT 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN SAKIT 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : 

NIP    : 

Jabatan   : 

Unit Organisasi  : 

Sub Unit Organisasi : 

 

menerangkan bahwa saya tidak dapat masuk kerja dikarenakan sakit dan 

berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, saya membutuhkan istirahat selama 1 

(satu) hari pada tanggal ..........................., surat keterangan dokter terlampir. 

 

 Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

         Hormat saya, 

 

 

 

          (nama jelas) 

        NIP ................................... 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA

U N D A N G - U N D A N G  N O M O R  5  T A H U N  2 0 1 4
T E N T A N G  A P A R A T U R  S I P I L  N E G A R A
 
P E R A T U R A N  P E M E R I N T A H  N O M O R  1 1  T A H U N
2 0 1 7  T E N T A N G  M A N A J E M E N  P E G A W A I  N E G E R I
S I P I L
 
P E R A T U R A N  B A D A N  K E P E G A W A I A N  N E G A R A
N O M O R  2 4  T A H U N  2 0 1 7  T E N T A N G  T A T A  C A R A
P E M B E R I A N  C U T I  P E G A W A I  N E G E R I  S I P I L
 
 
P E R A T U R A N  G U B E R N U R  P R O V I N S I  D K I  J A K A R T A
N O M O R  1 5  T A H U N  2 0 1 8  T E N T A N G  T A T A  C A R A
P E R M O H O N A N  D A N  P E M B E R I A N / P E N A N G G U H A N
C U T I  P E G A W A I  N E G E R I  S I P I L
 
P E R A T U R A N  G U B E R N U R  P R O V I N S I  D K I  J A K A R T A
N O M O R  1 1 6  T A H U N  2 0 1 9  T E N T A N G  P E R U B A H A N
A T A S  P E R A T U R A N  G U B E R N U R  N O M O R  1 5  T A H U N
2 0 1 8  T E N T A N G  T A T A  C A R A  P E R M O H O N A N  D A N
P E M B E R I A N / P E N A N G G U H A N  C U T I  P E G A W A I
N E G E R I  S I P I L


